
Menimbang :

Mengingat

BUPATI TULUNGAGI'ITG
PROVINSI JAWA TIMI'R

PERATT'RAIT DAERAH I(ABT'PATEN TI'LI'NGAGUNG

NOMOR 22 TAHUI| 20T6

TENTANG

AI{GICiARAI{ PEI{DAPATAN DAJT BELANJA DAERAII
TAIIUN AI{GGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BT'PATI TT'LUNGAGT'ITG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 Ayat (l)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambattan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
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Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1O4, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4059);

9. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2
Nomor 28, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

1O. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang No. 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lemba.r:an Negara Republik Indonesia Nomor
44161 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7 tentang
Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
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Pengelolaan Keuangan Badan l.ayanan Umum (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OI2 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor I7L, Tartbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53a0);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a5751;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Lembaran
Negara Republik Inonesia Nomor 45761 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 20 10 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OLO Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

L5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

1,6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor a6lal;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OOg tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 18,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
49721 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2Ol2 (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah (kmbaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang
Hibah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2O16;

23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tenta-ng Pembentukan Produk Hukum Daerah;

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 /PMK.O7 12016
tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Ttrlungagung
Tahun 20O7 Nomor O3 Seri E);
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30. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2AO5-2O25 (L,embaran Daerah
Kabupaten T[rlungagung Tahun 2008 Nomor O1 Seri E);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Iembaran Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2OtO Nomor 01 Seri B)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17

Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung
Tahun 2016 Nomor 05 Seri C);

32. Peraturan Daerah Kabupaten T[lungagung Nomor 1

Tahun 2OL2 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
(I-embaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2012
Nomor 01 Seri C);

33. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 3
Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten
T[lungagung (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung
Tahun 2OI2 Nomor 03 Seri C);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13
Tahun 2Ol2 tentang Rebibusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2Ol2 Nomor 05 Seri C);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah Kabupaten Ttrlungagung (Lembaran Daerah
Kabupaten T\rlungagung Tahun 2OI4 Nomor 12 Seri E);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KAE}U PATEN TULUNGAGUNG

Dan

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ; PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol7 sebagat berikut :

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah

Surplus /
3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Rp. 2.4O5.276.678.157,50
Rp. 2.393.283.166.157,50Rp. 2.393.283.166.157,50
Rp. 1l.993.512.000,00(Defisit)

Rp. 2.006.488.000,00
Rp. 14.000.000.000,00

Pasal 2

(l) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 300. 115.595.403,50
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.724.184.000.609,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 380.977.082.145,00

sejumlah

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud
dari :

a. Pajak Daerah sejumlah
b. Retribusi Daerah sejumlah

pada ayat (1) huruf a terdiri

Pembiayaan Netto
Sisa kbih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan (SILPA)

a. Dana Bagi Hasil sejumlah
b. Dana Alokasi Umum sejumlah
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
huruf c terdiri dari :

a. Hibah sejumlah
b. Dana Darurat sejumlah
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

sejumlah
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari

Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah
f. Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi atau dari

Pemerintah Daerah Lainnya seiumlah

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Rp.
Dipisahkan sejumlah

d. l^ainlain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp.

sejumlah

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Rp. (1 1.993.512.000,00)
Rp. 0,00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

0,00
0,00

r27 .59t.822.r45,OO

253.310.260.000,o0

75.000.000,00

65.070.260.000,00
22.609 .904 .OOO ,OO

4.s53.186.053,50

207.882.245.350,00

huruf b terdiri dari :

73.629.467.609,OO
1.257.441.115.000,00

393.073.418.000,00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. 0,00
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Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Belanja Pegawai sejumlah
b. Belanja Bunga sejumlah
c. Belanja Subsidi sejumlah
d. Belanja Hibah sejumlah
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah

Rp. r.I29.522.354.031,50
0,00
0,00

Rp. 60.837.200.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah
b. Belanja la.ngsung Sejumlah

a. Belanja Pegawai sejumlah
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah
c. Belanja Modal sejumlah

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.541.158.935.431,50
8s2.124 .230.726,OO

6.391.000.000,00
8.768.016.400,00

330.640.365.000,00
5.000.000.000.00

78.328.s63.200.00
493.862.54r.587,00
279.933.12s.939,00

1 angka 3 terdiri dari :

2.006.488.000.O0
14.000.000.000,o0

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
a. Penerimaan sejumlah
b. Pengeluaran sejumlah

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

a. Sisa kbih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya (SILPA) sejumlah

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan sejumlah
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

sejumlah
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
Pembiayaan:
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah

Daerah sejumlah
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah

Rp.

Rp.

(2) huruf a terdiri dari :

Rp.

Rp.

(1) huruf b terdiri

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

dari jenis

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

(3)

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

14.000.000.000,00
0,00

0,00
0,00
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Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Bela4ja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam l,ampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

I' Ia.mpiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah

dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. l.ampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

Tetap Daerah;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya

Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam
Tahun Anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Untuk Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Pasal 7

(1) Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana Transfer bersifat khusus dari
Pemerintah setelah Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pemerintah
Kabupaten Tulungagung dapat melakukan perubahan APBD dengan
melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten
Tulungagung mendahului perubahan APBD dengan pemberitahuan kepada
Pimpinan DPRD Kabupaten Tulungagung.

12) Perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) ditampung
dalam Peraturan Daerah tenta-ng Perubahan APBD Kabupaten Tulungagung
atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran ketika tidak melakukan
Perubahan APBD.
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(l)

(21

Pasal 8

Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam
r€rnczrngai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada di luar kendali dal pengaruh pemerintah daerah; dan
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pula belanja
untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup:
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya

belum tersedia dalam tahun anggaran be{alan;
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
c. program dan kegiatan lain yang anggarannya harus tersedia dalam tahun

anggaran beq'alan.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat
menggunakan belanja tidak terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan:
a. menggunalan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian t€-rget kinerja

program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 9

Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4)

dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga secara langsung
dan/atau melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja
langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD.

Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dengan cara melakukan
penggeser€rn dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang
berbentuk program dan kegiatan pada SKPD, terlebih dahulu ditetapkan
dalam Peraturan Bupati dengan merubah Peraturan Bupati tenta_ng

Penjabaran Perubahan APBD.

(41

(s)

(1)

(21

(3)
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Pasal 10

(1) Pendanaan keadaan darurat yang besarannya kurang dari atau sama dengan
50 % dari total anggaran belanja tidak terduga cukup dilaporkan kepada
DPRD.

Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
besarannya lebih dari 50 % dari total anggaran belanja tidak terduga harus
mendapat persetujuan dari DPRD.

Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5)

diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-DPA SKPD dan ditampung dalam
Perubahan APBD atau RKPA-DPPA SKPD dan disampaikan dalam laporan
realisasi anggaran.

Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum
Perubahan APBD, diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan
dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan
APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatzrnnya dalam lcmbaran Daerah Kabupaten
Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 23 Desember 2016

,A

di T\rlungagung
23 Desember 2016
DAERAH,

Pembina Utama Madya
NrP. 19590919 199003 1006

lembaran Daerah Kabupaten T\-r lungagung
Tahun 2016 Nomor 3 Seri A

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 426-22/2016

(4)


